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  ABSTRAK 
 
ACHMAD IMAM LAHAYA (B111 09 315), Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan 
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus ) dibawah bimbingan  Pembimbing I 
Bapak Muhadar (selaku Pembimbing I) dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin (selaku 
Pembimbing II). 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil 
dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo 
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan 
Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo 
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Jeneponto, Sulawesi Selatan dengan memilih 
instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri 
Jeneponto. Dengan berdasarkan data, baik yang diperoleh dengan mengadakan 
wawancara langsung dengan hakim, maupun mempelajari data yang diperoleh melalui 
penelitian normatif yakni penelusuran berkas/dokumen,buku serta hasil membaca 
literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penerapan hukum pidana materil 
terhadap kasus dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS 
Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. Hakim tidak memenuhi tuntutan 
Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan para 
terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair 
dan Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
Dakwaan Kedua Primair 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 
Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO juga kurang tepat. 
Beberapa pertimbangan Hakim yang keliru sehingga memutus para terdakwa hanya 
melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan tindak 
pidana pembunuhan secara bersama-sama. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan 
tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat baik masyarakat 
moderen maupun masyarakat tradisional, agar tercipta ketertiban, 
ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan 
aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya 
karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara  
ini. 
Hukum  pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem negara yang 
mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan 
tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai 
ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-
aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap 
kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam 
dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang 
bersangkutan. 
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Kejahatan yang ada di masyarakat terdiri atas berbagai bentuk dan 
jenis, hal ini secara tegas diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. 
Salah satu contoh bentuk kejahatan adalah delik pembunuhan, 
yang salah satunya  diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan 
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, 
dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 
tahun” 
Menurut Adami Chazawi (2010:58) rumusan Pasal 338 KUHP 
dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan 
nyawa”orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah 
suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu 
(akibat yang dilarang atau akibat konstitutuf). Untuk dapat terjadi atau 
timbulnya tindak pidana materil secara sempurna, tidak semata-mata 
digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan dari timbulnya 
akibat terlarang dari wujud perbuatan itu. 
Selanjutnya apabila membaca rumusan tiap pasal pada ketentuan 
hukum pidana misalnya Pasal 338 KUHP, maka orang akan 
berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku 
yang akan dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindaka pidana 
yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya sering terjadi suatu 
perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang dimana 
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selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang 
yang turut serta dalam pertistiwa pidana tersebut. 
Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP merupakan aturan yang mengatur 
tentang  turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain 
melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta 
pada waktu melakukan tindak pidana dapat pulah dipidana, tidak 
semata-mata seseorang yang melakukan tindak tindak pidana sajalah 
yang dipidana.  
Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) tersebut, 
dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan 
peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang 
melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger), mereka yang menyuruh 
melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger), mereka yang turut 
serta melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger), orang yang sengaja 
menganjurkan (Pembuat Penganjur:Uitlokker),dan Pembantuan 
(Medeplichtige) 
Dalam praktek penerapan hukum pidana, masalah penyertaan 
masih kurang dipahami oleh para praktisi hukum. Hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya putusan hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas 
hukum pidana. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku 
tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang misalnya 
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penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan masih tidak sesuai 
dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.   
Banyaknya pendapat berbeda dikalangan para pakar hukum 
pidana sendiri mengenai penyertaan mengambarkan bahwa 
penyertaan menjadi hal yang rumit dan butuh pemahaman yang 
mendalam mengenai kedua hal tersebut. 
Kasus Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/PID.B/2011/PN.JO. ini 
merupakan kasus penyertaan tindak pidana pembunuhan yang 
pelakunya terdiri 5 (lima) orang dan korbannya 3 (tiga) orang, yang 
mana 2 (dua) korban meninggal dunia dan 1 (orang) mengalami luka 
berat. Dalam putusannya, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai 
pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban I.  Terhadap 
korban II, hakim menyatakan Pelakunya adalah Terdakwa I dan 
Terdakwa II. Sedangkan terhadap korban III yang mengalami luka 
berat, hakim menyatakan semua terdakwa sebagai pelaku percobaan 
tindak pidana pembunuhan.  
Untuk itulah sehingga Penulis berkeinginan membahas dan 
meneliti Kasus  Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. tentang 
bagaimana penerapan hukum materil dan pertimbangan-pertimbangan 
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hakim dalam Kasus  Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo. Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo. Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. 
Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk melakukan suatu 
kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar 
mengenai penyertaan dan percobaan tindak pidana pembunuhan 
sehingga Penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan 
Tindak Pidana Pembunuhan”(Studi Kasus Putusan Nomor 1209 
K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo. 
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO).” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas  maka 
rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus 
dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 
K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo 
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO? 
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dalam penulisan laporan 
ini, sebagai berikut: 
a. Tujuan Penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil  dalam 
Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Studi Kasus  
Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. 
b. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini antara lain: 
1. Dari segi teroritis, dapat memberi sumbangsih bagi 
perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum 
khususnya dalam bidang hukum pidana. Diharapkan penulisan 
ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, 
Penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang 
sama. 
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber 
informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama 
bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan 
supremasi hukum.  
3. Untuk tambahan wawasan Penulis khususnya bagian hukum 
pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 
menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penyertaan 
1. Pengertian Penyertaan 
Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
berarti  proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut 
serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya 
seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu 
tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro 2003:117).  
Sementara menurut Moeljatno (Amir Ilyas dan Haeranah 
Dkk, 2012:55) berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan 
satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana 
akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih 
dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal: 
1).    Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau 
2).    Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan 
merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya 
tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik 
tersebut, atau: 
3).   Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain 
orang itu dalam mewujudkan delik. 
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Penyertaan (Deelneeming) dipermasalahkan dalam hukum 
pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana 
dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang 
yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut allen 
dader. 
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan 
Menurut Adami Chazawi (2011:80-82) bentuk-bentuk 
penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 
KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan 
mededader (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 
56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 
KUHP  merumuskan sebagai berukut: 
a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana: 
1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan 
yang turut  serta melakukan perbuatan; 
2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 
b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-
akibatnya. 
 
   Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
     Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan; 
2.   Mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau 
keterangan untuk   melakukan kejahatan. 
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Dari kedua Pasal (Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP) 
tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian 
golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan ini, yaitu: 
a. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger) 
Menurut Adami Chazawi (2011:85) pleger adalah orang yang 
karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, 
tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu 
tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini pleger harus 
sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang pleger juga 
harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan 
perbuatan seorang dader. Perbedaan pleger dengan dader 
adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatannya 
minimal seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik, 
misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu. 
Sementara menurut Amir Ilyas dan Haeranah, dkk (2012:60) 
pembuat adalah orang yang mewujudkan suatu peristiwa 
pidana secara sempurna. Jadi sebagai pembuat adalah orang 
yang melakukan peristiwa pidana seorang diri telah berbuat 
mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen dari tindak 
pidana.  
Adapun menurut Zainal Abidin (2006:178) pelaku adalah 
seorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang 
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dinyatakan secara express verbis maupun yang diterima secara 
diam-diam (stilzwigende element) atau yang berkewajiban untuk 
mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, 
baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang 
pidana maupun yang diterima secara diam-diama. 
b. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh: 
Doen Pleger) 
Wujud penyertaan (deelneming) yang pertama-tama disebutkan 
oleh Pasal 55 KUHP adalah menyuruh melakukan perbuatan 
(doen plegen). 
Menurut Kanter dan Sianturi (2002:342), penyuruh adalah 
merupakan tindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan 
memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang 
lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidak-
tahuan, kekeliruannya atau dipaksa. 
Sementara menurut Wirjono Projodikoro (2003:118), menyuruh 
melakukan ini biasa terjadi apabila seseorang menyuruh 
sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak 
pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak 
dikenal hukuman pidana. Jadi sipelaku seolah-olah cuma 
menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku 
semacam ini dalam ilmu pengerahuan hukum dinamakan 
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manus manistra (tangan yang dikuasai), dan si penyuruh 
dinamakan manus domina (tangan yang menguasai). 
c. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta: 
Medepleger) 
Dalam hukum pidana/KUHP tidak memberikan penerusan bila 
manakah dapat dikatakan sebagai orang turut serta melakukan 
suatu tindak pidana tetapi hal ini timbul didalam praktek-praktek 
pendapat,melalui putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar 
hukum pidana. 
Pendapat beberapa ahli tentang medepleger (Amir Ilyas dan 
Harenah, dkk. 2012:69-70) adalah: 
1. Menurut Mvt: 
Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang 
yang dengan sengaja, turut berbuat atau turut serta 
mengerjakan terjadinya sesuatu. 
2. Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu 
tindak pidana”itu ada tiga kemungkinan: 
- Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam 
rumusan delik. Misal dua orang dengan bekerjasama 
melakukan pencurian disebuah gudang beras. 
- Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang 
yang lain tidak. Misal dua orang pencopet (A dan B) 
saling  bekerjasama, A yang menabrak orang yang 
menjadi sasaran, sedang B yang mengambil dompet 
orang itu. 
- Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik 
seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan 
delik itu. Misal dalam pencurian dengan merusak (Pasal 
363 ayat 1 ke-5 KUHP salah seorang melakukan 
penggangsiran, sedang kawannya masuk rumah dan 
mengambil barang-barang yang kemudian diterimakan 
kepada kawannnya yang menggansir tadi. 
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d. Orang yang Sengaja Menganjurkan (Pembuat 
Penganjur:Uitlokker) 
Adami Chazawi (2011:112), orang yang sengaja mengajurkan 
(pembuat penganjur, disebut juga auctor intelellectualis), seperti 
juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan 
tindak pidana secara materil, tetapi melalui orang lain. Kalau 
pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) dengan 
sangat singkat, ialah yan menyuruh melakukan (doen plegen), 
tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini 
dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur 
objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan ini 
selengkapnya ialah “mereka yang dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan 
atau martabat, memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, 
sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” 
 
Apabila rumusan itu hendak dirinci, maka unsur-unsurnya 
adalah: 
- Unsur-unsur objektif yang terdiri terdiri dari 
a. Unsur perbuatan, ialah menganjurkan orang lain 
melakukan perbuatan; 
b. Caranya, ialah: 
 Dengan memberikan sesuatu; 
 Dengan menjanjikan sesuatu; 
 Dengan menyalahgunakan martabat; 
 Dengan kekerasan; 
 Dengan ancaman; 
 Dengan penyertaan; 
 Dengan member kesempatan; 
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 Dengan memberikan saran; 
 Dengan memberikan kekurangan; 
- Unsur subjektifnya yakni dengan sengaja. 
 
Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 5 syarat 
dari seorang pembuat penganjur, ialah: 
a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat, yang harus 
ditujukan pada 4 hal, yaitu: 
1) Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya 
penganjuran 
2) Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan 
beserta akibatnya 
3) Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan 
(apa yang dianjurkan);dan 
4) Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung 
jawab atau dapat dipidana. 
b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus 
menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang 
ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut. 
c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan 
(pembuat pelaksananya) untuk melakukan tindak pidana 
sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan 
langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh 
si pembuat penganjur 
d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) 
telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang 
dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai-tindak pidana 
sempurna atau boleh juga terjadinya percobaannya). 
e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang memiliki 
kemampuan bertanggung jawab. 
 
e. Pembantuan (Medeplichtige) 
Pasal 56 KUHP berbunyi sebagai berikut: 
1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat 
kejahatan dilakukan (diwujudkan). 
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan daya 
upaya (sarana) atau keterangan untuk melakukan 
(mewujudkan) kejahatan. 
Dari urain undang-undang tersebut dapatlah disimpulkan bahwa 
ada dua jenis pembantuan, yaitu dengan sengaja memberi 
bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan dengan sengaja 
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memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan 
kejahatan. Menurut MVT, hanya terhadap pembantu jenis kedua 
batas-batas perbuatan bantuan yang ditetapkan oleh undang-
undang (Zainal Abidin, 2006:224) 
Dalam memahami Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih 
dahulu rumusan Pasal 57 KUHP ayat 4 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
“Untuk menentukan hukum bagi pembantu, hanya 
diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan 
oleh pembantu serta akibatnya” 
Dimaksud rumusan “dengan sengaja memudahkan” adalah 
perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan 
kejahatan tersebut, yang terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, 
baik materil maupun immaterial. Dalam hal ini perlu diperhatikan 
pendapat M.H. Tirtaamidjaja (Laden Marpaung, 2005:83), yang 
menyatakan suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat 
dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum. 
Simons (Laden Marpaung, 2005:83), menyatakan bahwa 
“membantu” harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif 
dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut: 
- Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut 
telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila 
perbuatan yang telah dilakukannya tersebut memang telah 
ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung 
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dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal ini seseorang yang 
membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan 
kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat 
tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu 
tersebut juga tidak dapat dihukum. 
- Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut 
memenuhi unsur-unsur  yang bersifat subjektif apabila si 
pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu 
dapat mempermudah atau dapat ,mendukung dilakukanna 
suatu kejahatan. 
Semua yang telah diuraikan diatas adalah “membantu”suatu 
kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif. Adakalanya 
perbuatan “membantu”dilakukan tanpa berbuat atau bersifat 
passif. Hal ini dapat terjadi jika seorang berkewajiban untuk 
berbuat “tetapi tidak berbuat” 
Adapun perbuatan “membantu” dianggap oleh KUHP sebagai 
perbuatan atau tindak pidana yang berdiri sendiri., antara lain 
seperti dimuat dalam Pasal 106, 107, Pasal 108, Pasal 110, 
Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP. 
Pertanggungjawaban dari “membantu”diatur dalam Pasal 57 
KUHP yang berbunyi: 
1. Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas 
kejahatan, dikurangi sepertiga dari si pembantu. 
2. Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati 
atau hukuman seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman 
penjara selama-lamanya 15 tahun. 
3. Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu 
melakukan kejahatan itu sama saja. 
4. Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya 
diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan 
atau diperlancar oleh pembantu serta akibatnya. 
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3. Perlunya Penyertaan Dipidana 
Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksud dalam rumusan 
tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. 
Sebagai contoh pada Pasal 338 KUHP yang menyatakan. 
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara setinggi-
tingginya lima belas tahun”. 
Jelas yang dimaksud dengan barang siapa (Hij die) (Adami 
Chazawi 2011:70), adalah orang, dan orang ini hanya satu 
Begitupun pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama, 
dalam rumusan Pasal 338 KUHP yang dimaksudkan dengan 
barang siapa adalah orang, dan orang ini hanya satu orang. 
Apabila semata-mata berdasarkan rumusan Pasal 338 tadi, maka 
jika terjadi pembunuhan misalnya contoh sederhana dimana B 
membantu memegangi Y agar tidak melawan , sehingga A dengan 
leluasa membacok korban sehingga korban meninggal, maka B 
tidak dapat dipidana karena apa yang dilakukan B dalam kasus 
pembunuhan tersebut tidak memenuhi rumusan pembunuhan 338, 
dia hanya melakukan sebagian saja dari unsur perbuatan tersebut. 
Dari perbuatan B memegangi tangan, tidaklah menimbulkan 
kematian Y, walaupun perbuatan masing-masing B mempunyai 
andil atau peran terhadap kelancaran A melakukan kejahatan. 
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Kejahatan itu dapat diselesaikan oleh perbuatan A pembuatna 
(pleger) sendiri, yakni menikam pada pembunuhan. 
Dari peristiwa diatas, tampak dengan jelas bahwa apabila 
didasarkan pada rumusan kejahatan Pasal 338 KUHP semata-
mata, tentulah B karena perbuatannya memegang tangan, pasti 
tidak dapat dipidana, karena tidak memenuhi rumusan tindak 
pidana pembunuhan. Agar B dapat juga dipidana, harus ada 
ketentuan lain yang membebani pertanggungjawaban  atas 
perbuatan seperti itu. Dengan maksud demikianlah, maka 
dibentuknya ketentuan umum penyertaan yang dimuatkan dalam 
Bab V Buku I (Pasal 55-62) KUHP. Dengan berdasarkan ketentuan 
perihal penyertaan ini, B dibebani tanggung jawab pidana dan 
karenanya dapat dipidana pula. 
Sehubungan dengan itu, Adami Chazawi (2011:73) 
menjelaskan bahwa kejahatan itu timbul karena dan atas 
keterlibatan semua orang, artinya perbuatan pada masing-masing 
orang mempunyai andil terhadap terwujudnya suatu tindak pidana. 
Perbuatan mereka, antara wujud yang satu dan wujud yang lain 
tidak terpisahkan, yang satu menunjang terhadap perbuatan 
lainnya, yang kesemuanya menuju pada satu arah yakni 
terwujudnya/selesainya suatu tindak pidana. Ketentuan penyertaan 
yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat 
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dipertanggungjawabkan dan dipidananya orang-orang yang terlibat 
dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis 
(subjektif) seperti orang-orang yang terlibat pada kasus di atas. 
Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani pertanggung 
jawaban pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang 
yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hukum 
dalam menjatuhkan pidana. 
B. Percobaan 
1. Pengertian Percobaan 
Banyaknya pendapat tentang kata percobaan maka 
sangatlah penting untuk mengetahui definisi-definisi tersebut, 
seperti: 
Menurut Kanter dan Sianuri (2002:310) percobaan adalah 
merupakan perluasan tindak pidana atau merupakan tindak pidana 
berbentuk khusus. Apabila berbicara mengenai suatu tindak 
pidana, kita pasti harus membicarakan tindakan yang dilarang 
(diharuskan), pertanggungan-jawaban pidana dari pelaku, yang 
pada akhirnya membicarakan kemungkinan pemidanaannya. 
Dalam suatu tindak-pidana, baik tindakan yang dilarang maupun 
pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur lainnya, satu sama 
lain saling kait-mengait. Dalam rangka tidak telah sempurna 
dilakukan suatu tindakan terlarang (diharuskan) dapat saja 
dikatakan sebagai belum memenuhi perumusan undang-undang. 
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Karena seyogyanya tidak dipidana. Agar supaya dapat dipidana 
dibuat suatu ketentuan agar dapat dipidana, yang dapat disebut 
perluasan pemidanaan. Sebaliknya dapat saja dikatakan bahwa 
rangkaian perbuatan-perbuatan yang telah terjadi, sekalipun belum 
sempurna memenuhi perumusan, adalah juga tindakan dan layak 
dipidana. Karenanya, percobaan adalah tindak(-an tercela dan 
layak di-) pidana. Karena pada akhirnya sejalan untuk memandang 
percobaan sebagi bentuk yang lebih ringan baik ditinjau dari sudut 
tindakannya, maupun dari sudut ancaman pidananya. 
Adapun menurut Adami Chazawi (2011:2), yang dimaksud 
dengan percobaan menurut undang-undang tidak  memberikan 
definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, akan tetapi 
yang diberikan (Pasal 53 KUHP) hanyalah ketentuan mengenai 
syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. 
Menurut kata sehari-hari yang diartikan dengan percobaan yaitu: 
Menuju ke sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada yang dituju itu, 
atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak 
selesai misalnya: bermaksud membunuh orang, telah menyerang, 
akan tetapi orang itu tidak sampai mati, hendak mencuri barang itu 
sampai diambil dan sebagainya. 
Pengertian menurut tata bahasa tersebut diatas tidaklah 
dapat digunakan sebagai ukuran dari percobaan (melakukan 
kejahatan) sebagaimana dalam hukum pidana. Menurut hukum  
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pidana untuk terjadinya percobaan (kejahatan) sehingga dapat 
dipidana mempunyai ukuran yang khusus dan lain dari ukuran 
percobaan menurut tata bahasa. 
Ukuran percobaan menurut arti tata bahasa hanyalah salah 
satu aspek saja dari percobaan sebagaimana yang dikenal dalam 
hukum pidana. Satu aspek itu adalah bahwa dalam percobaan 
melakukan kejahatan yang dapat dipidana, si pembuat telah 
memulai melakukan perbuatan mana tidak menjadi selesai, berupa 
aspek yang sama dengan pengertian pertama menurut tata bahasa 
diatas. Tetapi dalam hukum pidana, untuk dapatnya dipidana bagi 
si pembuat pencoba kejahatan tidaklah cukup demikian, tetapi jauh 
lebih luas baik dari sudut subjektif maupun sudut objektif 
perbuatannya yang walaupun baru dimulai tersebut. 
2. Unsur-Unsur Percobaan 
Perihal percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum 
hukum pidana, yang dimuat dalam Buku I  Bab IV terdiri dua Pasal, 
53 dan 54, dalam hal ini berbeda dengan pengulangan (residive) 
yang tidak mengenal ketentuan umum yang dimuat dalam buku I. 
Pasal 53 merumuskan: 
1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu 
telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak 
selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan 
kehendaknya sendiri. 
2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal 
percobaan dikurangi sepertiga. 
3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun. 
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4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan 
selesai, 
Pasal 54 KUHP merumuskan: 
“Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana” 
 Menurut Wirjono Prodjodikoro (2011:107), dari isi Pasal 53 
KUHP sebenarnya tidak tampak apa yang diartikan dengan 
“percobaan”. Pengertan ini dianggap sudah terang di antara para 
penguasa. Hanya disebutkan syarat-syarat untuk mengenakan 
hukuman pidana juga terhadap percobaan melakukan kejahatan. 
Perumusan Pasal 53 KUHP ini menandakan bahwa mempidanakan 
percobaan tindak pidana merupakan kekecualian dan bahwa 
layaknya hanya tindak pidana yang selesai memperbuatnya dan 
dapat dikenai hukuman pidana. Maka, perluasan tindak pidana 
sampai dengan percobaan hanya terbatas pada “kejahatan”, tidak 
meliputi juga “pelanggaran”yang termuat dalam Buku III KUHP dan 
lain-lain undang-undang yang menggolongkan suatu tindak pidana 
tertentu ke dalam golongan “pelanggaran”.  
Telah diterangkan diatas bahwa apa yang dirumuskan pada 
Pasal 53 (1) KUHP  
bukanlah definisi atau arti yuridis dari percobaan kejahatan, 
tetapi rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankan 
melakukan percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu 
adalah: 
1. Adanya niat (voornemen) 
2. Adanya permulaan pelaksanaan (begin van uitvoering) 
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3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata disebabkan 
karena kehendaknya sendiri. 
2.1. Adanya niat (voornemen) 
Menururt Adami Chazawi (2011:14), mengenai perkataan 
niat dapat dipandang dari sudur padat dari dua sudut, yaitu 
pertama: niat dalam arti bahasa sehari-hari pada umumnya 
yang tidak perlu dikaitkan pada hukum pidana (dalam 
hubungannya dengan melakukan tindak pidana atau 
melakukan percobaan kejahatan), dan kedua: niat dalam 
hubungannya dengan tindak pidana maupun percobaan 
kejahatan 
Megenai unsur niat ini mulyatno ( Ilyas dan Haeranah dkk, 
2012:11-12) berpendapat berbeda: 
a. Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat 
secara potensif dapat berubah menjadi kesengajaan apabila 
sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal 
semua perbuatan dilakukan untuk kejahatan telah dilakukan, 
tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai), 
disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau 
menghadapi delik selesai. 
b. Tetapi kalau belum sama ditunaikan menjadi perbuatan 
maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang 
memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectieve on-
rechselement. 
c. Oleh karena itu niat tidak sama dengan dan tidak bisa 
disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan 
diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul; 
untuk itu diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi tertentu 
tadi sudah ada sejak niat belum ditunaikan jadi perbuatan..  
Dari pendapat a dan b di atas dapat disimpulkan bahwa, 
niat  dalam delik percobaan mempunyai dua arti: 
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a. Dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap/voltooide 
poging/completed attempt), niat sama dengan kesengajaan. 
b. Dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti atau tidak 
lengkap/geschoinste poging/incompleted attempt), niat 
hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang 
subyektif (subjectieve onrechtselement). 
c. Dikatakan ada “percobaan selesai” apabila terdakwa lah 
melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk 
terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak 
terjadi; Misal A bermaksud membunuh B dengan pistol, picu 
pistol telah ditarik, tetapi ternyata tidak meletus atau 
tembakan tidak mengenai sasaran. Dalam hal ini, niat sudah 
berubah menjadi kesengajaan karena telah diwujudkan 
dalam bentuk perbuatan. 
d. Tetapi apabila dalam contoh diatas, perbuatan yang 
diperlukan untuk terjadinya kejahatan dilakukan (misal picu 
belum ditarik) sehingga akibat yang terlarang juga belum 
ada, maka dalam hal ini demikian dikatakan ada “percobaan 
tidak selesai/tertunda” 
 
2.2. Adanya permulaan pelaksanaan 
Mengenai unsur niat, sejahat apapun niat, tidaklah 
mempunyai arti apa-apa dalam hukum pidana. Karena niat itu 
sendiri adalah suatu sikap batin yang belum ada apa-apanya 
karena belum diwujudkan dengan perbuatan, murni masih di 
dalam batin seseorang, sikap batin mana boleh sembarang 
apa yang dimaksudnya, tanpa dimintai pertanggungjawaban, 
dan tanpa  ada akibat hukum apapun. Adanya permulaan 
pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini 
mengarah perbuatan yang disebut delik. Disini lalu muncul 
berbagai pendapat dan teori: 
Adami Chazawi (2011:17-18) berkesimpulan menurut 
ajaran subjektif ada permulaan pelaksanaan ialah apabila dari 
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wujud perbuatannya yang dilakukan tampak secara jelas niat 
atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. 
Contohnya orang tidak biasa berhubungan dengan senjata 
tajam, suatu hari sekonyong-konyong dia mengasah pedang, 
dari wujud mengasah pedang ini  tampak adanya niat untuk 
melaksanaka kejahatan dengan pedang yang diasahnya itu, 
misalnya pembunuhan orang. Tetapi sebaliknya menurut 
ajaran objektif, adanya permulaan pelaksanaan apabila dari 
wujud perbuatan itu telah tampak secara jelas arah satu-
satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana 
tertentu. Misalnya seorang dihadapan orang yang dibencinya 
telah mengokang pistolnya dengan mengarahkan moncong 
senjata itu ke arah orang yang dibencinya. Perbuatan 
mengokang pistol itu dianggap merupakan pelaksanaan dari 
kejahatan. Sedangkan menarik pelatuk pistol adalah perbuatan 
pelaksanaan pembunuhan. 
Adapun menurut Moeljatno (Zainal Abidin, 2006:84), 
permulaan pelaksanaan delik yang diniatkan haruslah 
mempunyai tiga syarat, yaitu sebagai berikut:  
a. Secara objektif, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah 
mendekati delik yang diniatkan. Dengan kata lain, harus 
mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersbut. 
b. Secara subjektif, yang dipandang dari sudut padang niat, 
harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang dilakukan oleh 
terdakwa diarahkan ke delik yang tertentu tersbut. 
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c. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan 
perbuatan yang melawan hukum karena ia merupakan 
syarat mutlak bagi setiap delik. 
  
 Syarat a dan b berasal dari rumusan delik percobaan 
misalnya Pasal 53 KUHP, sedangkan syarat c merupakan 
syarat mutlak bagi setiap delik. Perlu diingatkan bahwa 
pendapat Moeljatno memandang percobaan itu sebagai delik 
berdiri disamping delik dalam bentuk selesai. 
2.3. Tidak selesainya bukan semata-mata karena kehendaknya 
sendiri 
Titik berat unsur ketiga ini adalah tidak selesainya 
percobaan kejahatan disebabkan oleh hal diluar kehendaknya. 
Artinya apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan 
oleh kehendaknya sendiri, maka orang itu tidak dapat dipidana. 
Misalnya takut berdosa, rasa kasihan atau pun takut masuk 
penjara. 
Yang dimaksud dengan keadaan diluar kehendak petindak 
menurut Kanter dan Sianturi (2002:324) adalah setiap keadaan 
baik badanlah (fisik) maupun rokhaniah (psychis) yang 
datangnya dari luar yang menghalangi atau atau menyebabkan 
tidak sempurna atau selesainya kejahatan itu. Keadaan 
badanlah,dalam hal pembunuhan yang hendak dilakukan A 
tehadap B misalnya: 
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- Pada saat A membidik B, tangannya dipukul orang ketiga, 
atau 
- Tembakan yang mengenai B, hanya mengakibakan luka 
ringan atau B tidak apa-apa karena tembakannya A meleset. 
Keadaan-keadaan rokhaniyah, misalnyaa pada saat ia 
hendak menembabkan pistolnya ia merasa takut karena 
jangan-jangan disekitar situ ada polisi yang akan memergoki 
perbuatannya. 
3. Jenis-Jenis Percobaan 
a. Percobaan Selesai Atau Percobaan Lengkap 
Percobaan selesai (delict manque) adalah melakukan 
perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang 
pelaksanaannya sudah begitu jauh-sama seperti tindak pidana 
selesai, akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu 
tidak terjadi. Dikatakan percobaan karena tindak pidana itu tidak 
terjadi, dan dikatakan selesai karena pelaksanaan 
sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat 
menimbulkan tindak pidana selesai. Contoh: orang yang mau 
menembak orang lain, peluru telah ditembakkan tapi 
tembakannya meleset. 
b. Percobaan Tertunda Atau Percobaan Terhenti Atau Tidak 
Lengkap (Tentafi Poging) 
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Percobaan tertunda adalah percobaan untuk melakukan 
tindak pidana apabila ketika si pelaku sedang melakukan 
perbuatan pelaksanaan ia dihalangi atau diberhentikan sebelum 
menyelesaikan permulaan pelaksanaan itu. 
c. Percobaan Tidak Mampu (Ondeugdelijke Poging) 
Percobaan tidak mampu adalah suatu percobaan untuk 
melakukan tindak pidana yang tidak mungkin untuk dapat 
menyelesaikna tindak pidana itu karena : alat yang digunakan 
untuk melakukan tindak pidana adalah tidak mampu atau objek 
tindak pidana adalah tidak mampu.  Percobaan tidak mampu ini 
terbagi kedalam 2 bagian yaitu: 
1. Absolut :  
a.  Absolut karena alat : sama sekali tidak dimungkinkan 
dilakukan untuk menyelesaikan tindak pidana itu karena 
akibatnya sama sekali tidak dapat dipakati.  
b.  Absolut karena objek : sama sekali tidak mungkin utnuk 
menyelesaikan tindak pidana itu, karena objeknya sama 
sekali tidak dapat menjadi objek tindak pidana 
2.  Relatif :  
a. Relatif karena alat : adalah apabila alat itu pada umumnya 
dapat dipakai untuk dapat menyelesaikan tindak pidana. 
Tetapi karena keadaan tertentu ternyata tidak dapat 
dipakai.  
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b. Relatif karena objek : adalah apabila objeknya itu pada 
umumnya dapat menjadi objek tindak pidana tetapi karena 
keadaan tertentu tidak dapat menjadi objek tindak pidana 
tersebut. 
d. Percobaan Yang Dikualifikasikan  
Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang 
perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai 
yang lain daripada yang dituju. Contoh : seseorang bermaksud 
membunuh temannya dengan pisau, akan tetapi setelah 
menikam si teman ternyata temannya tidak meninggal, hanya 
luka berat. 
4. Dasar Pemidanaan Percobaan 
1. Teori Percobaan Subjektif 
Bertitik tolak pada jiwa atau diri petindak. Yang dinilai 
pertama-tama adalah kejiwaan dari petindak, yaitu kehendak 
atau niatnya untuk melakukan kejahatan. Penganut ajaran ini 
mengkehendaki pemberantasan kejahatan pada tingkatan 
permulaan untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-
orang yang bertabiat jahat.  Karena aliran ini bertolak pangkal 
pada diri petindak atau subyek dari tindakan itu, maka disebut 
teori percobaan subyektif. Penganut ajaran ini antara lain, Van 
Hammel dan Vos. 
2. Teori Percobaan Obyektif 
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Aliran ini bertolak pangkal pada tindakan (dari petindak) 
yang telah membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi, 
maka tidak perlu ada pemidanaan. Niat saja tidak cukup 
sebagai dasar pemidanaan harus ada kepentingan yang 
dilindungi undang-undang yang dilanggar oleh petindak dan hal 
itu membahayakan. Karena itu maka teori ini disebut sebagai  
teori percobaan obyektif 
 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana 
yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga 
menimbulkan berbagai istlah dikalangan para sarjana hukum. 
Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama 
sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para 
pakar hukum memandang. 
Tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana belanda yaitu Strafbaarfeit, yang juga dipakai dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselanjutnya disingkat 
KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang 
dimaksud dengan Strafbaarfeit.  
Didalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang 
dapat dikemukakan dalam beberapa buku hukum pidana dan 
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beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa 
pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
pelanggaran yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidanaan.  
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian 
tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa 
pandangan beberapa ahli hukum, antara lain: 
Simons (Zainal Abidin, 2007:224), Berpendapat bahwa 
Strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan 
dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggungjawab. 
Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti 
luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). 
Pompe (Kanter dan Sianturi, 2002:205),  Merumuskan 
Strafbaar feit  (Tindak Pidana) adalah suatu pelanggaran kaidah 
(pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku 
mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaannya adalah wajar 
untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin 
kesejahteraan umum. 
Kemudian menurut Moeljatno (2008:59)  Perbuatan pidana 
(tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut. 
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Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum 
lainnya adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan 
kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini 
adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum 
pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu 
mengingat sifat dari pidana itu, yang baru diterapkan apabila 
sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula 
bahwa hukuman pidana mempunyai fungsi yang subsidair 
(Sudarto, 2007:22) 
Disini Penulis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau 
delik perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang 
dilarang oleh aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana, yang bertujuan untuk ketertiban hukum dan 
menjamin kesejahteraan umum. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana   
Menurut Moeljatno ( 2008:69), unsur atau elemen perbuatan 
pidana (tindak pidana) adalah: 
a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang objektif 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif 
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Unsur (a) kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan 
pidana biasanya diperlukan pula adanya (b) Hal ikhwal atau 
keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dimana hal ikhwal 
dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang 
melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. 
Kemudian menurut Yulies Tiena (2006:62-63) unsur 
peristiwa pidana (tindak pidana) dapat ditinjau dari dua segi, yaitu 
segi subjektif dan segi objektif: 
1. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana 
adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, 
akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. 
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan pidana 
yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan 
si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. 
Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. 
Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang 
oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi 
memang ada unsur kesengajaan. 
 
Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai peristiwa 
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suata kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang. 
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam 
undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatau 
kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, 
perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu 
perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. 
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan 
hukum yang dilanggar itu mencamtumkan sanksinya. 
Adapun menurut Kanter dan Sianturi (2002:211) dapatlah 
disusun unsur-unsur tindak pidana yaitu: 
1. Subjek, 
2. Kesalahan, 
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3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan), 
4.  Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya 
diancam dengan pidana, 
5. Waktu dan tempat keadaan. (unsur objektif lainnya). 
 
Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian tindak pidana 
(dari unsur-sebagai): suatu tindakan pada tempat, waktu, dan 
keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam 
dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, 
serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu 
bertanggung jawab). 
 
D. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan 
nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang 
tidak melawan hukum. 
Delik pembunuhan biasa, biasa juga disebut dengan istilah 
delik pembunuhan dalam bentuk pokok. Delik pembunuhan ini  
dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: 
”Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang 
lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara 
paling lama 15 tahun” 
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Menurut Adami Chazawi (2010:57), apabila rumusan 
tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari: 
a. Unsur Obyektif: 
1) Perbuatan: menghilangkan nyawa; 
2) Obyeknya: nyawa orang lain; 
b. Unsur subyektif: dengan sengaja 
Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 
syarat yang dipenuhi, yaitu: 
1) Adanya wujud perbuatan; 
2) Adanya suatu kematian (orang lain) 
3) Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan 
akibat kematian. 
Dilihat dari kepentingan hukum yang dilindunginya, delik 
pembunuhan merupakan jenis delik terhadap nyawa.  Tindak 
pidana pembunuhan atau dalam KUHP disebut sebagai tindak 
pidana terhadap nyawa. Perkataan “nyawa” sering disinonimkan 
dengan “jiwa”. Kata nyawa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
dimuat artinya antara lain pemberi hidup, jiwa, roh. Kata jiwa artinya 
roh manusia (yang ada dalam tubuh dan yang menyebabkan hidup) 
dan seluruh kehidupan batin manusia. Pengertian nyawa adalah 
yang mentebabkan kehidupan pada manusia, menghilangkan 
nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia secara 
umum disebut “pembunuhan” (Laden Marpaung,  2000:4). 
Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang 
berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan 
hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. 
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Menurut Laden Marpaung, (2000:22), perbuatan yang dapat 
melenyapkan atau merampas nyawa orang lain menimbulkan 
beberapa pendapat yaitu: 
1). Teori aequevalensi dari Von Buri yang disebut juga teori 
condition sine    quanon yang menyamaratakan semua faktor 
yang turut serta menyebabkan suatu akibat. 
2). Teori adaequote dari Van Kries yang juga disebutkan sebagai 
teori keseimbangan yaitu perbuatan yang seimbang dengan 
akibat. 
3). Teori individualis dari teori Generalis dari Dr. T. Trager yang 
pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menetukan 
terjadinya akibat tersebut yang menyebabkan, sedangkan 
menurut teori generalis berusaha memisahkan setiap faktor 
yang menyebabkan akibat tersebut. 
 
 Dalam suatu tindak pidana pembunuhan harus ada 
hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian 
seseorang, terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi 
soal asalkan pembunuhan tersebuat ditujukan untuk 
menghilangkan nyawa orang lain.  
2. Jenis-Jenis Delik Pembunuhan 
a. Delik pembunuhan biasa, yang diatur dalam Pasal 338 
KUHP 
b. Delik pembunuhan yang dikualifikasikan, yang diatur di 
dalam Pasal 339 KUHP 
c. Delik pembubuhan berencana, yang diatur di dalam Pasal 
340 KUHP  
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d. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau 
Tidak Lama Setelah Dilahirkan, yang diatur di dalam Pasal 
341 dan 342 KUHP  
e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban, yang diatur di dalam 
Pasal 344 KUHP 
f. Membujuk/Membantu Orang Agar Bunuh Diri, yang diatur di 
dalam Pasal 345 KUHP  
g. Pengguguran dan Kandungan, yang diatur di dalam Pasal 
346, 347, 348, dan 349  KUHP  
 
E. Pidana dan Pemidanaan 
1. Tujuan Pemidanaan 
Istilah hukum berasal dari kata straf yang merupakan istilah 
yang sering digunakan sebagai istilah dari pidana. Istilah hukum 
yang merupakan istilah umum dan konvensional, dan mempunyai 
arti yang cukup luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.  
Oleh karena itu, pidana merupakan istilah lebih khusus, maka 
perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat 
menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. 
Menurut Soedarto (Nini Suparni, 2007:11), pidana adalah 
nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang 
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melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 
(hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. 
Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan 
kepada seseorang pelanggar ketetntuan undang-undang tidak lain 
dimasukkan agar orang itu menjadi jerah. Sanksi yang tajam dalam 
hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang 
hukum lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap 
sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada 
bidang hukum yang lain tidak memadai. 
Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa 
hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain 
diungkapkan oleh Hulsman dikutip oleh Muladi (Ninik Supardi, 
2007:12) bahwa pidana adalah menyerukan untuk tertib; pidana 
pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk 
memengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. 
Pidana satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan kepada pelanggar atau membuat jerah, tetapi disisi 
yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup 
bermasyarakat sebagaimana layaknya. 
Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja 
Priyanto (2006:7) ialah sebagai berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenalan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan 
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2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
hukum yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) 
3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau badan hukum 
(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut 
undang-undang. 
 
Lebih lanjut Dwidja Priyanto (2006:7) mengemukakan bahwa 
secara umum fungsi hukum pidana yakni mengatur dan 
menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. 
Sedangkan secara khusus fungsi hukum pidana adalah: 
1. Melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan yang 
menyerah atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. 
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan 
umum. 
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka 
negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan 
hukum. 
Adapun penjatuhan pidana ditujukan bukan semata-mata 
sebagai pembalasan dendam. Yang paling penting adalah 
pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada 
masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insfaf 
dengan menyadari kesalahannya dan dapat menjadi anggota 
masyarakat yang baik 
39 
 
 
Secara umum (Kanter dan Sianturi, 2002:59) alasan 
pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan (kelompok) 
pokok yaitu, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori 
gabungan. 
a. Teori Pembalasan (Teori Absolut) 
Teori pemabalasan membenarkan pemidanaan karena 
seseirang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap suatu 
tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa 
pidana. Tidak dipersoalkan akbiat pemidanaan bagi terpidana. 
Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa 
lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa 
dating yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak 
dipersoalkan. Jadi penjahat harus mutlak dipidana, ibarat 
pepatah: Darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. 
b. Teori Tujuan (Teori Relatif, teori perbaikan) 
Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan 
pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan 
pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa 
teori yang termasuk teori-tujuan, terletak pada caranya untuk 
mencapai tujuan dan penilaian teerhadap kegunaan pidana. 
Diancamkannya suatu pidana dan dujatuhkannya suatu pidana, 
dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau 
penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat atau 
menyingkirkan penjahat, atau prevensi umum. Berdeda dengan 
teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-
akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada 
kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan 
untuk masa mendatang. 
c. Teori Gabungan 
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan 
pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori 
tujuan, yang sebagai teori gabungan. Dikatakan bahwa teori 
pembalsan dan tujuan masiang-masing mempunyai tujuan. 
 
2. Jenis-jenis Pidana. 
Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai 
Pasal 10 KUHP, sanksi pidana terdiri: 
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a. Pidana pokok, antara lain: 
- Pidana mati 
- Pidana penjara 
- Pidana kurungan 
- Denda  
b. Pidana tambahan, antara lain: 
- Pencabutan beberapa hak tertentu 
- Perampasan beberapa barang tertentu 
- Pengumuman putusan hakim 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tempat Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka Penulis 
melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Wilayah 
Kabupaten Jeneponto. Pengumpulan data dan informasi akan 
dilaksanakan sesuai dengan objek yang akan diteliti yaitu di 
Pengadilan Negeri Jeneponto. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 
dari: 
1. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk 
memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul 
penulis.  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang 
relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh pada 
instansi terkait atau perpustakaan yang berupa tulisan-tulisan 
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ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primeir. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dalam 
rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis dengan melakukan wawancara terhadap 
narasumber yang dapat memberikan informasi yang berkaitan 
dengan judul yang ditulis. 
2. Penelitian Pustaka (Library Research), yakni data yang digunakan 
dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan 
mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data 
sekunder yang tujuannya untuk memperoleh data atau kebenaran 
yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna 
mendapatkan kepastian hukum. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder kemudian 
akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari 
penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran 
secara jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus 
dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 
97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO 
1. Posisi Kasus 
H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG NGITUNG bersama-
sama dengan DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. 
NGITUNG, MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, 
SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. LIWANG dan DASMANG, SE 
BIN H. DAROMANG LEWA datang di sawah pada hari jumat tanggal 
24 Juni 2011 sekitar Pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain 
pada bulan Juni 2011, bertempat di Kampung Tiu Desa Pallantikang 
Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto. 
 Awalnya Hj. Kartini Dg. Ringgi binti H. Kata Dg. Ngitung 
bermaksud mengambil gabah hasil panen dari sawah miliknya yang 
sejak pagi hari sudah mulai dipanen oleh beberapa orang pekerja 
termasuk Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang. Hj. Kartini Dg. 
Ringgi datang bersama anaknya yakni Tamrin alias Dandi bin H. 
Sabutung sekitar pukul 16.30 wita, namun sekitar 10 (sepuluh) menit 
kemudian H. Hading dan kawan-kawan langsung berlarian mendatangi 
lokasi menuju kearah Hj. Kartini Dg. Ringgi sambil berteriak-
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teriak…”ayo maju,...oh nia mine palukka parea, parampasaka kau 
mintu palukka pare..!”,(ayo maju,..ini pencuri padi sudah tiba, tukang 
rampas, kaulah itu pencuri padi..!) yang ditujukan kepada Hj. Kartini Dg 
Ringgi dan Tamrin alias Dandi. Para terdakwa menyatakan...”naku allei 
gabayya, tena tangku bunonu punna tena nu passareangi..!”(saya mau 
ambil ini gabah, akan saya bunuh kamu kalau tidak mau 
menyerahkannya). Hj. Kartini Dg. Ringgi menyatakan “teako allei ka 
nakke ni sareangi”(jangan kalian ambil karena saya yang diberikan 
(oleh orang tua), namun Djumahang Dg. Liwang menunjuki dan 
menyebut Hj. Kartini dengan “anne palukka..laku allei..!” (ini pencuri..sy 
mau ambil). Akhirnya Hj. Kartini Dg. Ringgi menyatakan “allemi 
pale..nakke la’lampa..!”(kalau begitu ambil saja, saya mau pergi) 
sambil berlalu hendak meninggalkan tempat tersebut. Secara tiba-tiba 
Dasmang bin H. Doromang Lewa berteriak  “maju”dan serentak para 
terdakwa mengepung Tamrin alias Dandi kemudian menyeretnya turun 
ke sungai secara paksa, Tamrin alias Dandi masih sempat memohon 
kepada para pelaku…”teaki, pammoporanga, punna barang-barangja 
nani bokoiji..!”(jangan, maafkan saya, kalau hanya barang-
barang/harta itu akhirnya akan ditinggalkan), namun para terdakwa 
tidak menghiraukan dan tetap menyeret Tamrin alias Dandi kemudia 
memaksanya duduk di sungai, dalam keadaan duduk itulah para 
terdakwa beramai-ramai menikam sekujur tubuh Tamrin alias Dandi 
tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. H. HADING DG NGALLE BIN H. 
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KATA DG NGITUNG,  DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. 
NGITUNG, SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. LIWANG dan 
DASMANG BIN H. DAROMANG LEWA masing-masing menggunakan 
sebilah badik, sedangkan MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. 
NGALLE menggunakan sebilah parang; 
Melihat anaknya yang tidak berdaya terus dihujani tikaman dan 
tebasan parang tanpa belas kasihan, Hj. Kartini Dg. Ringgi tidak kuasa 
menahan diri dan langsung berlari menghampiri kemudian memeluk 
anaknya yang sudah tidak berdaya dalam posisi masih terduduk di 
sungai. Keadaan ini semakin memudahkan para terdakwa yang juga 
sudah menetapkan Hj. Kartini Dg. Ringgi sebagai sasaran, karena itu 
para terdakwa terus beramai-ramai menghujani Hj. Kartini Dg. Ringgi 
dan Tamrin alias Dandi dengan Tikaman badik dan tebasan parang, 
meskipun korban sebenarnya sudah tidak berdaya lagi; 
Melihat kejadian tersebut Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
yang sedang berada di dekat mesin pengelolah padi segera menuju ke 
sungai bermaksud menolong Tamrin alias Dandi dan Hj. Kartini Dg. 
Ringgi, namun sebelum sampai, sudah dihadang oleh H. Hading Dg. 
Ngalle bin Kata dg. Ngitung dan Djumahang dg. Liwang bin H. Kata dg. 
Ngitung kemudian langsung menikam Zainuddin Dg. Ngawing dan 
meskipun sudah jatuh terlentang di sungai tetap saja ditikam. Setelah 
ketiganya tidak bergerak lagi barulah para pelaku pergi meninggalkan 
para korban, kemudian warga masyarakat sekitar tempat itu berani 
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menolong dan mengangkat tubuh korban Tamrin alias Dandi dan 
Zainuddin Dg. Ngawing yang meninggal dunia seketika itu juga atau 
tidak lama setelah itu. Sementara Hj. Kartini Dg. Ringgi ternyata belum 
meninggal dunia dan berusaha bangkit sambil memegang ususnya 
yang terbuai dibantu masyarakat menuju rumah sakit. 
Akibat perbuatan para pelaku maka 2 (dua) orang korban 
meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di 
tempat kejadian serta 1 (satu) orang mengalami luka-luka berat. 
1. Tamrin alias Dandi bin H. Sabutung; 
- Luka tusuk pada leher P = 2cm, L = 2cm, D = 3cm tembus ke 
belakang; 
- Luka tusuk pada dada kiri P = 7cm, L = 5cm, D = tembus ke 
punggung bagian belakang; 
- Luka tusuk pada punggung bagian tengah P = 5cm, L = 3cm, D 
= 2cm; 
- Luka tusuk pada pinggang bagian belakang P = 5cm, L = 5cm, 
D = 5cm; 
- Luka iris pada punggung tangan kiri P = 5cm, L = 3cm, D = 
2cm; 
- Luka iris pada pengelangan tangan kanan P = 2cm, L = 2cm, D 
= 1cm; 
- Luka iris pada lengan kanan atas P = 23cm, L = 3cm, D = 5 
cm; 
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- Luka tusuk pada lengan kiri atas P = 2cm, L = 3cm, D = tembus 
ke belakang; 
Dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat luka tusuk 
pada organ vital (jantung) sesuai Visum et Repertum No. 683/RSU-
IGD/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dr. Riesti Ekasanti, dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. M. 
Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng; 
2. Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembeng; 
- Luka tusuk pada leher kanan P 3 x 1 x 1cm; 
- Luka iris pada punggung kanan P 5 x 5 x 5cm; 
- Luka tusuk pada perut kanan P = 5cm x L = 5cm, D = tembus ke 
ginjal; 
- Luka lecet pada siku kanan; 
- Luka iris pada paha kanan P = 10cm, L = 5cm, D = 5cm; 
Dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat luka tusuk 
pada organ vital (ginjal) sesuai Visum et Repertum No. 684/RSU-
IGD/VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dr. Riesti Ekasanti, dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. M. 
Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng; 
3. Hj. Kartini Dg. Ringgi: 
- Luka tusuk pada perut bagian kiri P = 5cm, L = 2cm, D = tembus 
rongga perut dan merobek lambung pada kedua sisi dan hati, 
usus terburai; 
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- Luka tusuk pada perut kanan P = 15cm, L = 4cm, D = 3cm; 
- Luka iris pada lengan kanan atas P = 15cm, L = 4cm, D = 3cm; 
- Luka robek pada jari 3 tangan kiri P = 2cm, L = 1cm, D = 2cm 
(putus tendo); 
- Luka robek pada jari 4 tangan kiri P = 2cm, L = 1cm, D = 2cm 
(putus tendo); 
- Luka robek pada jari 5 tangan kiri P = 2cm, L = 1 cm, D = 2 cm 
(putus tendo); 
- Luka iris pada penggelangan tangan kanan P = 2 cm, L = 0,5 
cm, D = 0,5 cm; 
- Luka robek pada dagu P = 1cm, L = 0,5cm, D = 0,5 cm; 
- Luka iris pada paha kanan P = 7 cm, L = 2cm, D = 2cm. 
Dengan kesimpulan kelainan/luka tersebut diakibatkan oleh trauma 
tajam, sesuai Visum et Repertum No. 682/RSU-BTG/VII/2011 tanggal 
11 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riesti Ekasanti, 
dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu 
Kabupaten Bantaeng; 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi, yaitu: 
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KESATU: 
PRIMAIR:  
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, pada hari jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar Pukul 17.00 
wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2011, bertempat 
di Kampung Tiu Desa Pallantikang Kecamatan Rumbia Kabupaten 
Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan 
sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan nyawa 
(jiwa) orang lain yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai 
berikut 
Bahwa beberapa bulan sebelum kejadian tepatnya pada sekitar 
bulan Januari 2011 telah terjadi perselisihan antara Hj. Kartini Dg. 
Ringgi bin H. Kata Dg. Ngitung dengan saudaranya sendiri yakni 
Terdakwa 1. H. Hading Dg. Ngalle bin H. Kata Dg. Ngitung yang dipicu 
masalah perebutan tanah (sawah), saat itu Terdakwa 1. H. Hading Dg. 
Ngalle bin H. Kata Dg. Ngitung bersama saudaranya Djumahang Dg. 
Liwang bin H. Kata Dg. Ngitung telah mengambil gabah dari sawah 
tanpa sepengetahuan atau seizing Hj. Kartini Dg. Ringgi selaku 
pemiliknya, 2 (dua) hari kemudian giliran anak Terdakwa 1. Yakin 
Terdakwa 3. Muhammad Ilyas bin H. Hading Dg. Ngalle yang 
menemani Terdakwa 1 H. Hading Dg. Ngalle mengancam dan 
mengejar anak Hj. Kartini Dg. Ringgi yakni Tamrin alias Dandi bin H. 
Sabutung menggunakan parang. Pertikaian it uterus berlanjut diantara 
mereka bersaudara kandung, hingga akhirnya para Terdakwa sepakat 
untuk membunuh korban Hj. Kartini Dg. Ringgi. Para terdakwa 
kemudian menyusun rencana dan memilih waktu yang dirasakan tepat 
untuk melaksanakan rencana itu, dan akhirnya ditetapkan pada waktu-
waktu yang bertepatan dengan saat panen padi tiba. Untuk 
memuluskan rencana itu maka para terdakwa menggunakan saat-saat 
panen padi di sawah milik Hj. Kartini Dg. Ringgi sebagai alasan yang 
dapat digunakan untuk memposisikan Hj. Kartini Dg. Ringgi dan 
anaknya sebagai pencuri gabah/padi dan dengan begitu para terdakwa 
akan dapat dengan leluasa membunuh korban. Atas dasar itu maka 
pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 12. 00 wita 
bertepatan dengan saat panen/potong padi di sawah milik Hj. Kartini 
Dg. Ringgi yang terletak di kampong tiu Desa Pallantikang Kecamatan 
Rumbia Kabupaten Jeneponto, dimana sawah tersebut oleh Hj. Kartini 
Dg. Ringgi dikuasakan kepada Doro Dg. Limbang bin Jenala Dg. Kulle 
untuk menggarapnya, para terdakwa mendahului korban datang ke 
lokasi sawah yakni sekitar pukul 12.00 wita lalu terdakwa 2. 
51 
 
 
Djumahang Dg. Liwang mengatakan kepada pekerja yang sedang 
memanen padi..”dros mi,… ka tenamo kulabattu..!”[dros(mesin panen 
padi) saja karena saya sudah tidak datang lagi]. Ucapan ini 
sebenarnya merupakan jebakan bagi korban.. dengan perhitungan 
bahwa adanya kata-kata “tidak datang lagi”itu maka besar 
kemungkinan korban pasti akan datang karena para terdakwa tidak 
ada, padahal sebenarnya para terdakwa justru menunggu kedatangan 
korban sambil minum-minum kopi di rumah Pr. Noro tidak jauh dari 
lokasi tersebut; 
Sekitar pukul 16.30 wita korban Tamrin alias Dandi akhirnya benar-
benar datang bersama ibunya Hj. Kartini Dg. Ringgi dan langsung 
menuju ke sawah miliknya yang sedang dipanen. Hanya berselang 10 
(sepuluh) menit atau tidak lama sesudah itu para terdakwa pun 
langsung mendatangi lokasi sawah dengan berlarian menuju kea rah 
Hj. Kartini Dg. Ringgi sambil berteriak-teriak…”ayo maju,..oh nia mine 
palukka parea, parampasaka kau mintu palukka pare..!”, (ayo maju,..ini 
pencuri padi sudah tiba,..tukang rampas,..kaulah itu pencuri padi..!) 
yang ditujukan kepada Hj. Kartini Dg. Ringgi. Para terdakwa langsung 
mengepung anak Hj. Kartini Dg. Ringgi yakni Tamrin alias Dandi 
kemudian menariknya turun ke sungai secara paksa. Tamrin alias 
Dandi masih sempat memohon kepada para terdakwa …”teaki, 
pammopporanga, punna barang-barang ja nani bokoiji..!”, (jangan, 
maafkan saya, kalau hanya barang-barang/harta itu akhirnya akan 
ditinggalkan), namun para terdakwa tidak menghiraukan dan tetap 
menyeret Tamrin alias Dandi kemudian memaksanya duduk di sungai, 
dalam keadaan duduk itulah para terdakwa beramai-ramai menikam 
sekujur tubuh Tamrin alias Dandi tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. 
Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG NGITUNG, 
Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. 
NGITUNG, , Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. 
LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG LEWA 
masing-masing menggunakan sebilah badik, sedangkan Terdakwa 3. 
MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE menggunakan 
sebilah parang yang telah disiapkan sebelumnya; 
Melihat anaknya yang tidak berdaya terus dihujani tikaman dan 
tebasan parang tanpa belas kasihan, Hj. Kartini Dg. Ringgi tidak kuasa 
menahan diri dan langsung berlari menghampiri kemudian memeluk 
anaknya yang sudah tidak berdaya dalam posisi masih terduduk di 
sungai. Keadaan ini semakin memudahkan para terdakwa yang juga 
sudah menetapkan Hj. Kartini Dg. Ringgi sebagai sasaran, karena itu 
para terdakwa terus beramai-ramai menghujani Hj. Kartini Dg. Ringgi 
dan Tamrin alias Dandi dengan Tikaman badik dan tebasan parang, 
meskipun korban sebenarnya sudah tidak berdaya lagi; 
Melihat kejadian tersebut Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
yang sedang berada di dekat mesin pengelolah padi segera menuju ke 
sungai bermaksud menolong Tamrin alias Dandi dan Hj. Kartini Dg. 
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Ringgi, namun sebelum sampai sudah di hadap dan di pegang oleh 
Terdakwa 3, Muhammad Ilyas bin H. Hadding dg. Ngalle, Terdakwa 4. 
Suprianto bin Djumahang dg. Liwang dan Terdakwa 5. Dasmang, SE 
bin H. Doromang Lewa, sedangkan Terdakwa 1. H. Hading Dg. Ngalle 
bin Kata dg. Ngitung dan Terdakwa 2. Djumahang dg. Liwang bin H. 
Kata dg. Ngitung langsung menikam Zainuddin Dg. Ngawing dan 
meskipun sudah jatuh terlentang di sungai tetap saja ditikam oleh 
kedua terdakwa. Setelah mengahabisi Zainuddin Dg, Ngawing, 
terdakwa 1. H. Hading Dg. Ngalle kembali ke tempat Tamrin alias 
Dandi dan Hj. Kartini Dg. Ringgi lalu kembali menikam  Setelah 
ketiganya tidak bergerak lagi barulah para Terdakwa pergi sambil 
melambai-lambaikan tangannya ke atas, terdakwa 2. Djumahang Dg. 
Liwang dengan bangganya bahkan mengacung-acungkan badiknya 
yang berlumuran darah ke atas sementara terdakwa lainnya malah 
berteriak-teriak “merdeka”; 
Setelah para terdakwa pergi barulah warga masyarakat sekitar 
tempat itu berani menolong dan mengangkat tubuh korban Tamrin 
alias Dandi dan Zainuddin Dg. Ngawing yang meninggal dunia 
seketika itu juga atau tidak lama setelah itu. Sementara Hj. Kartini Dg. 
Ringgi berusaha bangkit sambil memegang ususnya yang terbuai 
keluar dibantu masyarakat menuju rumah sakit. 
Akibat perbuatan para terdakwa maka 2 (dua) orang korban yakni 
Tamrin alias Dandi dan Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di 
tempat kejadian dengan terdapat banyak luka ditubuh korban. 
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
SUBSIDAIR:  
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan 
dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan sengaja telah 
menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain yang dilakukan para terdakwa 
dengan cara sebagai berikut: 
Bahwa awalnya Hj. Kartini Dg. Ringgi binti H. Kata Dg. Ngitung 
bermaksud mengambil gabah hasil panen dari sawah miliknya yang 
dia kuasakan kepada Doro Dg. Limbang bin Jenala Dg. Kulle untuk 
menggarapnya, yang sejak pagi hari sudah mulai dipanen oleh 
beberapa orang pekerja termasuk Zainuddin Dg. Ngawing bin 
Balembang. Hj. Kartini Dg. Ringgi datang bersama anaknya yakni 
Tamrin alias Dandi bin H. Sabutung sekitar pukul 16.30 wita, namun 
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sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian atau tidak lama setelah itu datang 
pula para terdakwa yang masih saudara kandung dengan maksud 
yang, hendak mengambil padi/gabah hasil panen dari sawah tersebut 
karena merasa sawah itu merupakan warisan dari orang tua mereka 
yang belum dibagi dan terdakwa 1 sebagai anak tertua merasa berhak 
untuk mengumpulkan dan membagi seluruh harta warisan milik orang 
tua mereka. Para terdakwa langsung berlarian mendatangi lokasi 
menuju kearah Hj. Kartini Dg. Ringgi sambil berteriak-teriak…”ayo 
maju,...oh nia mine palukka parea, parampasaka kau mintu palukka 
pare..!”,(ayo maju,..ini pencuri padi sudah tiba, tukang rampas, kaulah 
itu pencuri padi..!) yang ditujukan kepada Hj. Kartini Dg Ringgi dan 
Tamrin alias Dandi. Para terdakwa menyatakan...”naku allei gabayya, 
tena tangku bunonu punna tena nu passareangi..!”(saya mau ambil ini 
gabah, akan saya bunuh kamu kalau tidak mau menyerahkannya). Hj. 
Kartini Dg. Ringgi menyatakan “teako allei ka nakke ni 
sareangi”(jangan kalian ambil karena saya yang diberikan (oleh orang 
tua), namun terdakwa 2. Djumahang Dg. Liwang menunjuki dan 
menyebut Hj. Kartini dengan “anne palukka..laku allei..!” (ini pencuri..sy 
mau ambil). Akhirnya Hj. Kartini Dg. Ringgi menyatakan “allemi 
pale..nakke la’lampa..!”(kalau begitu ambil saja, saya mau pergi) 
sambil berlalu hendak meninggalkan tempat tersebut, namun saat itu 
para terdakwa telah berniat membunuh Hj. Kartini Dg. Ringgi dan 
Tamrin alias Dandi serta siapapun yang membantu mereka, secara 
tiba-tiba terdakwa 5. Dasmang, SE bin H. Doromang Lewa berteriak  
“maju”dan serentak para terdakwa mengepung Tamrin alias Dandi 
kemudian menyeretnya turun ke sungai secara paksa, Tamrin alias 
Dandi masih sempat memohon kepada para terdakwa…”teaki, 
pammoporanga, punna barang-barangja nani bokoiji..!”(jangan, 
maafkan saya, kalau hanya barang-barang/harta itu akhirnya akan 
ditinggalkan), namun para terdakwa tidak menghiraukan dan tetap 
menyeret Tamrin alias Dandi kemudia memaksanya duduk di sungai, 
dalam keadaan duduk itulah para terdakwa beramai-ramai menikam 
sekujur tubuh Tamrin alias Dandi tanpa rasa belas kasihan sedikitpun. 
Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG NGITUNG, 
Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. 
NGITUNG, , Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. 
LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG LEWA 
masing-masing menggunakan sebilah badik, sedangkan Terdakwa 3. 
MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE menggunakan 
sebilah parang; 
Melihat anaknya yang tidak berdaya terus dihujani tikaman dan 
tebasan parang tanpa belas kasihan, Hj. Kartini Dg. Ringgi tidak kuasa 
menahan diri dan langsung berlari menghampiri kemudian memeluk 
anaknya yang sudah tidak berdaya dalam posisi masih terduduk di 
sungai. Keadaan ini semakin memudahkan para terdakwa yang juga 
sudah menetapkan Hj. Kartini Dg. Ringgi sebagai sasaran, karena itu 
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para terdakwa terus beramai-ramai menghujani Hj. Kartini Dg. Ringgi 
dan Tamrin alias Dandi dengan Tikaman badik dan tebasan parang, 
meskipun korban sebenarnya sudah tidak berdaya lagi; 
Melihat kejadian tersebut Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
yang sedang berada di dekar mesin pengelolah padi segera menuju ke 
sungai bermaksud menolong Tamrin alias Dandi dan Hj. Kartini Dg. 
Ringgi, namun sebelum sampai sudah di hadap dan di pegang oleh 
Terdakwa 3, Muhammad Ilyas bin H. Hadding dg. Ngalle, Terdakwa 4. 
Suprianto bin Djumahang dg. Liwang dan Terdakwa 5. Dasmang, SE 
bin H. Doromang Lewa, sedangkan Terdakwa 1. H. Hading Dg. Ngalle 
bin Kata dg. Ngitung dan Terdakwa 2. Djumahang dg. Liwang bin H. 
Kata dg. Ngitung langsung menikam Zainuddin Dg. Ngawing dan 
meskipun sudah jatuh terlentang di sungai tetap saja ditikam oleh 
kedua terdakwa. Setelah mengahabisi Zainuddin Dg, Ngawing, 
terdakwa 1. H. Hading Dg. Ngalle kembali ke tempat Tamrin alias 
Dandi dan Hj. Kartini Dg. Ringgi lalu kembali menikam  Setelah 
ketiganya tidak bergerak lagi barulah para Terdakwa pergi sambil 
melambai-lambaikan tangannya ke atas, terdakwa 2. Djumahang Dg. 
Liwang dengan bangganya bahkan mengacung-acungkan badiknya 
yang berlumuran darah ke atas sementara terdakwa lainnya malah 
berteriak-teriak “merdeka”; 
Setelah para terdakwa pergi barulah warga masyarakat sekitar 
tempat itu berani menolong dan mengangkat tubuh korban Tamrin 
alias Dandi dan Zainuddin Dg. Ngawing yang meninggal dunia 
seketika itu juga atau tidak lama setelah itu. Sementara Hj. Kartini Dg. 
Ringgi ternyata belum meninggal dunia dan berusaha bangkit sambil 
memegang ususnya yang terbuai keluar dibantu masyarakat menuju 
rumah sakit. 
Akibat perbuatan para terdakwa maka 2 (dua) orang korban yakni 
Tamrin alias Dandi dan Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di 
tempat kejadian dengan terdapat banyak luka ditubuh korban; 
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
LEBIH SUBSIDAIR:  
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan 
dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas, dengan sengaja melukai berat 
yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan para 
terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan 
Kesatu Subsidair; 
55 
 
 
Akibat perbuatan para terdakwa maka 2 (dua) orang korban yakni 
Tamrin alias Dandi dan Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di 
tempat kejadian dengan terdapat banyak luka ditubuh korban; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; 
 
DAN 
KEDUA: 
PRIMAIR: 
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan 
dalam dakwaan kesatu primair di atas, telah memulai  perbuatan 
dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan 
nyawa (jiwa) orang lain, perbuatan mana tidak jadi sampai selesai 
hanyalah lantaran sesuatu hal yang tidak bergantung pada 
kemauannya sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara 
sebagaimana telah diuraikan pada Dakwaan Kesatu Primair; 
Akibat perbuatan para terdakwa maka Hj. Kartini Dg. Ringgi 
meskipun nyawanya berhasil diselamatkan namun mengalami luka-
luka; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 53 (1) KUHP Jo. Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP; 
 
SUBSIDAIR:  
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan 
dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan sengaja telah 
menghilangkan nyawa (jiwa) orang lain, perbuatan mana tidak jadi 
sampai selesai hanyalah lantaran sesuatu hal yang tidak bergantung 
pada kemauannya sendiri, yang dilakukan para tedakwa dengan cara 
sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair; 
Akibat perbuatan para terdakwa maka Hj. Kartini Dg. Ringgi 
meskipun berhasil diselamatkan namun mengalami luka-luka; 
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Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 338 Jo. Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP; 
 
LEBIH SUBSIDAIR: 
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut 
melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan 
dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dengan sengaja melukai berat 
orang lain yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaimana 
telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair; 
Akibat perbuatan para terdakwa maka Hj. Kartini Dg. Ringgi 
meskipun berhasil diselamatkan namun mengalami luka-luka berat; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; 
 
ATAU 
KETIGA : 
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA pada waktu dan tempat sebagaimana telah 
diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dimuka umum 
dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau 
barang yang menyebabkan matinya orang lain, yang dilakukan para 
tedakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan 
Kesatu Subsidair; 
Akibat perbuatan para terdakwa maka 2 (dua) orang korban yakni 
Tamrin alias Dandi dan Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembang 
meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di 
tempat kejadian dengan terdapat banyak luka ditubuh korban; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; 
 
DAN 
KEEMPAT : 
Bahwa Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
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ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA pada waktu dan tempat sebagaimana telah 
diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, dimuka umum 
dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau 
barang yang menyebabkan luka berat bagi orang lain, yang dilakukan 
para tedakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam 
Dakwaan Kesatu Subsidair: 
Akibat perbuatan para terdakwa Hj. Kartini mengalami luka-luka 
berat; 
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP; 
 
3. Tuntutan Penuntut Umum 
Tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam surat 
dakwaannya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA 
DG NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. 
DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, 
Terdakwa 3. MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. 
NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. 
LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG 
LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara 
bersama-sama sebagimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam 
Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan 
Berencana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup; 
3. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi matanya tajam dan 
ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) 
centimeter, terdapat cincin warna putih, gagang, dan 
sarungnya terbuat dari kayu, gagangnya berwarna coklat, 
dan sarungnya dililit isolasi berwarna hitam; 
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) 
centimeter yang terbuat dari besi, matanya tajam, dan 
ujungnya runcing, terdapat cincin warna kuning, dan 
pegangannya terbuat dari kayu; 
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi matanya tajam dan 
ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) 
centimeter, terdapat cincin warna putih, gagang dan 
sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat 
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- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning; 
- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat; 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau; 
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek liberal; 
- 1 (satu) buah BH warna putih penuh dengan lumuran darah; 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat robek 
diduga karena tusukan benda tajam; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau bermotif garis-
garis hitam putih; 
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna hitam 
kombinasi warna abu-abu terdapat robek diduga karena 
tusukan benda tajam; 
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat; 
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih 
dengan kombinasi di lengan warna orange terdapat bagian 
beberapa yang robek diduga karena tusukan benda tajam 
serta terdapat percikan darah; 
Oleh karena dikhawatirkan barang bukti tersebut justru akan 
menimbulkan trauma berat terhadap korban dan para keluarga yang 
ditinggalkan, maka sebaiknya dinyatakan dirampas untuk 
dimusnahkan; 
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-
masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); 
 
4. Amar Putusan 
1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE 
BIN H. KATA DG NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 
2. DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, 
Terdakwa 3. MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. 
NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. 
LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG 
LEWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan 
Dakwaan Kedua Primair; 
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan 
Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair; 
3. Menyatakan Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. 
KATA DG NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. 
DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, 
Terdakwa 3. MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. 
NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. 
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LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG 
LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN 
PEMBUNUHAN” dan “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN 
PERCOBAAN PEMBUNUHAN”; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa 1. H. 
HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG NGITUNG bersama-
sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. LIWANG BIN H. 
KATA DG. NGITUNG, oleh karena itu dengan pidana penjara 
masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan terhadap 
Terdakwa 3. MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. 
NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. 
LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG 
LEWA dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga 
belas) tahun; 
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah 
dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
dijatuhkan kepadanya; 
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
7. Menerapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi matanya tajam 
dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua 
puluh) centimeter, terdapat cincin warna putih, gagang, 
dan sarungnya terbuat dari kayu, gagangnya berwarna 
coklat, dan sarungnya dililit isolasi berwarna hitam; 
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam 
puluh) centimeter yang terbuat dari besi, matanya tajam, 
dan ujungnya runcing, terdapat cincin warna kuning, dan 
pegangannya terbuat dari kayu; 
- 1 (satu) bilah badik yang terbuat dari besi matanya tajam 
dan ujungnya runcing dengan panjang sekitar 20 (dua 
puluh) centimeter, terdapat cincin warna putih, gagang dan 
sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning; 
- 1 (satu) lembar celana kain warna coklat; 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau; 
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merek liberal; 
- 1 (satu) buah BH warna putih penuh dengan lumuran 
darah; 
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu terdapat robek 
diduga karena tusukan benda tajam; 
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau bermotif garis-
garis hitam putih; 
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu; 
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- 1 (satu) lembar baju switer lengan panjang warna hitam 
kombinasi warna abu-abu terdapat robek diduga karena 
tusukan benda tajam; 
- 1 (satu) lembar celana jeans warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat; 
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna putih 
dengan kombinasi di lengan warna orange terdapat bagian 
beberapa yang robek diduga karena tusukan benda tajam 
serta terdapat percikan darah; Untuk dimusnahkan; 
8. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing 
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 
 
5. Analisis Penulis 
Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan bentuk dakwaan kombinasi yaitu Kesatu, primair: didakwa 
dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 
Subsidair: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih 
Subsidair: Pasal 354 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; DAN Kedua, primair: Pasal 53 ayat (1) KUHP Pasal 340 
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: Pasal 53 ayat 
(1) Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Lebih 
Subsidair: Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP; ATAU Ketiga: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP; DAN Keempat: 
Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP; 
Berdasarkan dakwaan kombinasi tersebut, maka Majelis Hakim 
akan memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan 
Kesatu yang dikumulatifkan dengan Dakwaan Kedua, atau Dakwaan 
ketiga yang dikumulatifkan dengan Dakwaan Keempat. 
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Masing-masing Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua disusun 
secara Subsidaritas, maka Dakwaan Primair akan dipertimbangkan 
terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair tidak terpenuhi makan akan 
dipertimbangkan Dakwaan Subsidair, dan jika Dakwaan Subsidair 
tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidair. 
Dakwaan bersifat berlapis (juncto Pasal 55 KUHP) karena kasus ini 
dilakukan lebih dari satu orang.  
Menurut hemat penulis, penerapan hukum pidana materil dalam 
kasus ini kurang tepat. Penuntut Umum dalam dakwaannya telah 
benar yang tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan 
berencana secara bersama-sama sebagimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam 
Dakwaan Kesatu Primair dan Percobaan Pembunuhan Berencana 
secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
Dakwaan Kedua Primair. 
Meskipun hakim tidak memenuhi tuntutan Penuntut Umum dengan 
hanya memutus para terdakwa melakukan tindak pidana dalam 
Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair (Pasal 338 
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan  Pasal 53 ayat (1) Pasal 
338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), namun menurut penulis 
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ada beberapa pertimbangan yang harusnya dipertimbangkan sehingga 
seharusnya hakim memutus tindak pidana yang para pelaku lakukan 
adalah Perencanaan Tindak Pidana Perencanaan Pembunuhan 
Secara Bersama-sama dan Perencanaan Percobaan Tindak 
Pidana Pembunuhan Secara Bersama-sama sesuai dengan 
tuntutan Penuntut Umum, yang akan penulis diuraikan secara jelas 
pada pembahasan rumusan masalah selanjutnya (Pertimbangan 
Hakim). 
. Kemudian apabila dikaitkan dengan kasus dengan posisi kasus 
yang telah dibahas sebelumnya maka unsur-unsur pidana yang harus 
dipenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut: 
1. Unsur Barang siapa 
Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam katentuan ini 
adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan 
kewajiban yang dijatuhkan ke persidangan karena adanya Dakwaan 
Penuntut Umum. Dimana yang didakwa melakukan tindak pidana 
adalah Terdakwa 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG DG. 
LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. MUHAMMAD 
ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN 
DJUMAHANG DG. LIWANG dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. 
DAROMANG LEWA. 
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2. Unsur Dengan Sengaja Dan Direncanakan Terlebih Dahulu: 
Unsur ini terdapat 2 unsur 2 (dua) sub unsure yang bersifat 
kumulatif yaitu sub unsur “dengan sengaja” dan sub unsur “dengan 
direncanakan terlebih dahulu”. 
“Dengan Sengaja” maksudnya adalah melakukan sesuatu yang 
dilarang dengan dikehendaki, artinya perbuatan tersebut benar-benar 
diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari 
akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini menyebabkan 
hilangnya nyawa orang lain, sehingga dalam prakteknya kesengajaan 
digolongkan 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan 
(opzet als ogmerk), kesengajaan sebagai sadar kepastian, (opzet bij 
noodzakelijkheid), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan 
(opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). 
Niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan 
persiapan para pelaku. Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui 
dari perbuatan para pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut 
dilakukan dan berakibat orang lain meninggal dunia dan dengan 
kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku tidak berusaha 
mencegah perbuatan atau menurungkan niatnya, akan tetapi 
sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya. 
Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan tujuan berpotensi 
kematian, berdasarkan penikaman yang dilakukan para korban 
dibeberapa titik anatomi tubuh, dan diantaranya organ vital, dengan 
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demikian perbuatan berupa penikaman pada organ vital berpotensi 
timbulnya akibat berupa kematian. Dengan demikian unsur ”Dengan 
Sengaja” telah terpenuhi; 
Selanjutnya yang dimaksud dengan “direncanakan terlebih dahulu” 
adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan 
pelaksanaannya itu masih ada tempo atau waktu bagi si pembuat 
untuk dengan tenang memikirkannya. Mengenaii unsur dengan 
rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat 
kumulatif yaitu: 
1. Memutuskan kehendak dengan keadaan tenang 
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai 
dengan pelaksanaan kehendak 
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang 
Penikaman terhadap korban Tamrin dan korban Hj. Kartini di 
sungai yang berlangsung sangat cepat, yaitu kurang lebih setengah 
menit dan kejadian penikaman tersebut berlangsung dalam situasi 
yang sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga, 
sehingga siapapun yang datang untuk melerai akan terkena tikaman 
dari para pelaku, dalam hal ini Korban Zainuddin yang datang melerai. 
Adanya keadaan yang sangat emosional (membabi buta) dan 
seketika itu juga dalam tenggang waktu yang cepat, kejadian tersebut 
tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa memikirkan 
cara dengan tenang untuk melakukan perbuatannya, dengan demikian 
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unsur dengan sangaja menurut hakim tidak terpenuhi (belum cukup 
untuk menentukan atau menunjukan adanya fakta bahwa para 
terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap Korban Tamrin 
dan Zainuddin),  
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain 
Akibat perbuatan para pelaku maka 2 (dua) orang korban 
meninggal dunia seketika itu juga atau beberapa saat setelahnya di 
tempat kejadian serta 1 (satu) orang mengalami luka-luka berat, 
sebagai berikut: 
1. Korban Tamrin alias Dandi bin H. Sabutung, dengan kesimpulan 
korban meninggal dunia akibat luka tusuk pada organ vital 
(jantung) sesuai Visum et Repertum No. 683/RSU-IGD/VII/2011 
tanggal 10 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riesti 
Ekasanti, dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar 
Makkatutu Kabupaten Bantaeng 
2. Korban Zainuddin Dg. Ngawing bin Balembeng, dengan 
kesimpulan korban meninggal dunia akibat luka tusuk pada organ 
vital (ginjal) sesuai Visum et Repertum No. 684/RSU-IGD/VII/2011 
tanggal 10 Juli 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riesti 
Ekasanti, dokter pemeriksa pada RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar 
Makkatutu Kabupaten Bantaeng; 
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3. Korban Hj. Kartini Dg. Ringgi, dengan kesimpulan kelainan/luka 
tersebut diakibatkan oleh trauma tajam, sesuai Visum et Repertum 
No. 682/RSU-BTG/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Riesti Ekasanti, dokter pemeriksa pada 
RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng. 
Dengan demikian unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” 
telah terpenuhi.  
 
4. Unsur Percobaan Menghilangkan Nyawa Orang Lain 
    Syarat-syarat “percobaan”, yaitu: 
a. Adanya niat atau maksud (voornemen) dari pelaku; 
b. Adanya perbuatan dari pelaku (mulai melaksanakan 
maksud/begin van uitoering); 
c. Perbuatan tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh 
sebab-sebab diluar kehendak; 
Penguasaan senjata tajam pada para terdakwa secara tidak sah 
berpotensi timbulnya perbuatan, dan faktanya saat kejadian para 
terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut karena suatu impuls 
yang muncul saat itu juga, dan impuls tersebut menimbulkan suatu 
perbuatan. Berdasarkan hal tersebut maka “niat atau maksud”dari 
para terdakwa muncul saat kejadian, sehingga syarat “niat atau 
maksud” telah ada pada para terdakwa. 
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Para terdakwa menikam Korban Hj. Kartini secara berkerumun, 
dengan demikian syarat “perbuatan atau mulai melaksanakan 
maksud” telah terpenuhi 
Kemudian para terdakwa berhenti menikam karena mengira 
Korban Hj. Kartini sudah meninggal, maka diperoleh kesimpulan 
yang ditarik sebagai fakta bahwa perbuatan para terdakwa berhenti 
bukan karena kemauannya sendiri tetapi para terdakwa mengira 
bahwa Korban Hj. Kartini telah meninggal dan dengan fakta 
tersebut maka syarat “Perbuatan tersebut tidak sampai selesai 
karena terhalang oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku” 
telah terpenuhi. 
Berdasarkan uraian dalam surat dakwaan, semua unsur.yang 
didakwakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka 
Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. 
Mengenai tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada 
terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, 
terdakwa 1 (satu) dengan yang lainnya dibebani tanggungjawab 
yang sama, yakni masing-masing dibebani tanggung jawab yang 
sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana 
(dader), yang mana masing-masing para terdakwa adalah pelaku 
penikaman terhadap Korban Tamrin, sedangkan pelaku penikaman 
terhadap Korban Zainuddin adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, 
dengan demikian terhadap Korban Tamrin masing-masing para 
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terdakwa berkedudukan sebagai orang yang melakukan (pleger), 
sedangkan terhadap Korban Zainuddin masing-masing Terdakwa I 
dan Terdakwa II berkedudukan sebagai pleger. Adapun terhadap 
Korban Hj. Kartini, masing para terdakwa juga berkedudukan 
sebagai orang yang melakukan (pleger). 
Dari segi pertanggungjawaban pidananya, keadaan para 
terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan baik yang bersifat 
pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan 
dan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga 
pertanggungjawaban pidana menjadi beban para terdakwa, dan 
oleh karena itu terdakwa harus dihukum. 
  
B. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 
Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO 
1. Pertimbangan hakim  
Pertimbangan hakim yang pada pokoknya dengan kesimpulan 
sebagai berikut: 
- Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang didakwa adalah  
orang yaitu 1. H. HADING DG NGALLE BIN H. KATA DG 
NGITUNG bersama-sama dengan Terdakwa 2. DJUMAHANG 
DG. LIWANG BIN H. KATA DG. NGITUNG, Terdakwa 3. 
MUHAMMAD ILYAS BIN H. HADDING DG. NGALLE, 
Terdakwa 4. SUPRIANTO BIN DJUMAHANG DG. LIWANG 
dan Terdakwa 5. DASMANG, SE BIN H. DAROMANG LEWA 
dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang 
(error in persona), maka identitas para terdakwa telah 
diuraikan secara lengkap, cermat, dan jelas dalam surat 
dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut 
Umum tersebut telah diakui oleh para terdakwa sebagai 
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identitas diri para terdakwa. Sehingga berdasarkan 
pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapar 
bahwa unsur “Barang siapa”telah terpenuhi; 
- Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dan dari akibat 
luka dari masing-masing korban, yaitu TAMRIN dan 
ZAINUDDIN sebagaimana telah diterangkan dalam hasil 
Visum et Repertum atas nama masing-masing korban, maka 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa masing-masing para 
terdakwa menikam TAMRIN, sedangkan penikaman terhadap 
dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian 
unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi; 
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis 
Hakim berpendapat bahwa penikaman yang dilakukan para 
terdakwa terhadap TAMRIN dan ZAINUDDIN dilakukan 
dibeberapa titik anatomi tubuh, dan diantaranya adalah organ 
vital, dengan demikian perbuatan berupa penikaman pada 
organ vital berpotensi timbulnya akibat berupa kematian. 
- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan penikaman yang 
dilakukan oleh masing-masing para terdakwa dilakukan 
dengan tuuan, yang mana tujuan tersebut berpotensi 
kematian, dengan demikian di dalam anasir perbuatan yang 
dilakukan masing-masing para terdakwa serta tujuan dari 
perbuatan tersebut dan akibat dari tujuan tersebut, telah 
memunculkan implikasi berdasarkan pada perbuatan masing-
masing para terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat 
bahwa sub unsure “Dengan Sengaja” telah terpenuhi. 
- Menimbang, bahwa adanya keadaan yang sangat emosional 
(membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang waktu 
yang cepat (kurang lebih setengah menit), kejadian tersebut 
tidak memungkinkan bagi masing-masing para terdakwa untuk 
memikirkan cara dengan tenang untuk melakukan 
perbuatannya. Dengan demikian perbuatan para terdakwa 
BELUM CUKUP untuk menentukan atau menunjukan adanya 
fakta bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan 
terhadap korban TAMRIN dan zainuddin. Sehingga 
berdasarkan perimbangan tersebut maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan masing-masing 
para terdakwa tidak memenuhi definisi dari ”direncanakan 
terlebih dahulu”, dengan demikian sub unsur “Dengan 
Direncanakan Terlebih Dahulu” tidak terpenuhi; 
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 
340 KUHP tidak terpenuhi makan Majelis Hakim tidak akan 
mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam 
Dakwaan Kesatu Primair, dengan demikian para terdakwa 
tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
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didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu 
para terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu 
Primair; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan 
dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim 
berpendapat bahwa masing-masing para terdakwa adalah 
pelaku penikaman terhadap TAMRIN, sedangkan pelaku 
penikaman terhadap ZAINUDDIN adalah Terdakwa I dan 
Terdakwa II, dengan demikian terhadap TAMRIN masing-
masing Para Terdakwa berkedudukan sebagai 
(pleger)¸sedangkan terhadap korban ZAINUDDIN masing-
masing Terdakwa I dan Terdakwa II berkedudukan sebagai 
orang yang melakukan (pleger). Berdasarkan pertimbangan 
tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi; 
- Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan 
kepada para terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah 
terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dengan 
demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan 
Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair;  
- Menimbang, bahwa karena unsur “dengan direncanakan 
terlebih dahulu” tidak terpenuhi yang terimplikasi pada salah 
satu unsur dalam Pasal 340 KUHP, maka pertimbangan 
dalam Dakwaan Kesatu Primair diambil alih dalam Dakwaan 
Kedua Primair, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan 
mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair. Oleh karena itu 
para terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua 
Primair; 
- Menimbang, bahwa dengan penguasaan senjata tajam pada 
para terdakwa secara tidak sah berpotensi timbulnya 
perbuatan, dan faktanya saat terjadinya kejadian terjadi 
kejadian, para terdakwa menggunanakan senjata tajam 
tersebut karena suatu impuls yang muncul saat itu juga, dan 
impuls tersebut menimbulkan suatu perbuatan. 
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 
“niat atau maksud” dari para terdakwa muncul saat kejadian, 
tanpa dengan alasan dan/atau motifasi sebelumnya, dengan 
demikian syarat “niat atau maksud” telah ada pada para 
terdakwa; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya 
bahwa para terdakwa menikam HJ. KARTINI secara 
berkerumun, dengan demikian syarat “perbuatan atau melai 
melaksanakan maksud” telah terpenuhi; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi, 
maka diperoleh kesimpulan yang ditarik sebagai fakta bahwa 
perbuatan para terdakwa berhenti bukan karena kemauannya 
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sendiri tetapi para terdakwa mengira HJ. KARTINI sudah 
meninggal, dan dengan fakta tersebut maka syarat “Perbuatan 
tersebut tidak sampai selesai karena terhalang oleh sebab-
sebab diluar kehendak pelaku” telah terpenuhi; 
- Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat “percobaan” 
telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 
perbuatan para terdakwa yang di lakukan telah memenuhi 
unsur “percobaan menghilangkan nyawa orang lain”; 
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menikam 
HJ. KARTINI secara berkerumun, maka masing-masing 
terdakwa berkedudukan sebagai orang yang melakukan 
(pleger) terhadap korban HJ. KARTINI. 
- Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang didakwakan 
kepada para terdakwa dalam Dakwaan Kedua Subsidair telah 
terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dengan 
demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan 
Dakwaan Kedua Lebih Subsidair; 
- Menimbang bahwa kemudian dari keadaan para terdakwa 
ternyata tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik baik 
bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat 
menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum 
perbuatan para terdakwa, sehingga karenanya 
pertanggungjawaban pidana menjadi beban para terdakwa, 
dan oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah 
 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Para terdakwa menimbulkan duka dan trauma yang 
mendalam bagi keluarga korban; 
- Para terdakwa tidak dimaafkan oleh saksi korban HJ. 
KARTINI dan keluarganya; 
- Para terdakwa berbelit-belit di persidangan; 
- Para terdakwa dengan para korban masih ada hubungan 
keluarga yang sangat dekat yang seharusnya hidup rukun, 
namun akibat perbuatan para terdakwa hubungan 
kekeluargaan mereka menjadi retak; 
 
Hal-hal yang meringankan: 
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
- Para terdakwa belum pernah dihukum 
 
 
2. Analisis Penulis 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas dan setelah 
melakukan wawancara dengan Ketua Majelis Hakim yang memutus 
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kasus ini, yaitu Abdullah Mahrus, S.H. M.H, maka diperoleh gambaran 
tentang kasus ini. 
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa, ada 
kaitan antara pemidanaan dengan fakta-fakta serta keadaan yang 
meliputi kasus ini. Salah satu poin yang penulis dapatkan dari hasil 
wawancara , alasan hakim tidak menggunakan Dakwaan Kesatu 
Primair yakni Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
tentang Perencanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan 
Bersama-sama. Pertimbangan hakim bahwa adanya keadaan yang 
sangat emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam 
tenggang waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan 
bagi masing-masing para terdakwa untuk memikirkan cara yang 
tenang untuk melakukan perbuatannya. Sehingga perbuatan para 
terdakwa belum cukup untuk menentukan atau menunjukan adanya 
fakta bahwa para terdakwa telah merencanakan pembunuhan, 
Menurut hemat Penulis, hakim juga harusnya mempertimbangkan 
bahwa banyak indikasi yang mengarah bahwa kasus ini adalah 
perencanaan tindak pidana pembunuhan kepada Korban Tamrin dan 
perencanaan percobaan tindak pidana pembunuhan kepada Saksi Hj. 
Kartini.  
Pertama, awalnya masalah pertengkaran antara  Terdakwa I H. 
Hading dengan Korban Hj. Kartini  yang tidak lain adalah saudara 
kandung, adalah soal warisan, artinya ada masalah sehingga sangat 
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memungkinkan terjadinya kesepakatan antara para terdakwa untuk 
membunuh korban, yang karena masalah itulah yang dapat menjadi 
alasan untuk para terdakwa untuk merencanakan tindak pidana 
pembunuhan . Kedua, berkumpulnya para terdakwa secara bersama-
sama disatu tempat yang mereka telah sepakati sebelumnya kemudian 
berangkat bersama-sama ke TKP (tempat kejadian perkara) dengan 
membawa senjata tajam, masing-masing Terdakwa I, II, III, dan IV 
berupa badik dan Terdakwa V parang. Dipersidangan para terdakwa 
mengatakan mereka membawa senjata tajam karena di sekitar sawah 
yang menjadi tempat kejadian perkara ada anjing gila dan banyak 
pencuri motor. Namun pernyataan korban dibantah oleh para saksi 
bahwa di tempat tersebut tidak ada anjing gila atau pencuri motor. 
Sehingga dapatlah ditarik kesimpulan sangat kuat dugaan bahwa para 
terdakwa berbohong dan para terdakwa membawa senjata tajam untuk 
melakukan tindak pidana pembunuhan yang ditujukan kepada korban 
Tamrin dan Korban Hj. Kartini. 
Adapun Pertimbangan hakim bahwa adanya keadaan yang sangat 
emosional (membabi buta) dan seketika itu juga dalam tenggang 
waktu yang cepat, kejadian tersebut tidak memungkinkan bagi masing-
masing para terdakwa untuk memikirkan cara yang tenang untuk 
melakukan perbuatannya,sehingga siapapun yang datang untuk 
melerai akan terkena tikaman dari para terdakwa, dalam hal ini Korban 
Zainuddin yang datang melerai. Dengan demikian perbuatan para 
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terdakwa tersebut “belum cukup” untuk menentukan atau menunjukan 
adanya fakta bahwa para terdakwa merencanakan pembunuhan 
terhadap korban Tamrin dan Zainuddin. 
Menurut hemat Penulis disini terdapat kekeliriuan karena keadaan 
yang sangat emosional (membabi buta) sehingga siapapun yang 
datang akan ditikam kurang tepat karena para terdakwa memang telah 
merencanakan pembunuhan kepada korban Tamrin dan Hj, Kartini, 
adapun datangnya Korban Zainuddin yang menyebabkan Korban 
Zainuddin juga dibunuh oleh para pelaku karena Korban Zainuddin 
berusaha melerai dan menolong korban, sehingga pelaku juga 
membunuh Zainuddin. Ini sesuai dengan dolus premiditatus dan dolus 
repentinus, yaitu yang pertama merupakan kesengajaan yang 
dilakukan dengan telah dipertimbangkan masak-masak lebih dahulu 
dalam hati yang tenang (terhadap Korban Tamrin dan Korban Hj. 
Kartini), sedangkan yang kedua merupakan kesengajaan dengan 
sekonyong-konyong (terhadap Korban Zainuddin). Jadi dalam 
menentukan apakah sebuah tindak pidanan tergolong tindak pidana 
pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana itu dapat dilihat dari 
perencanaan tindakannya (dalam hal ini tindak pidana pembunuhan) 
bukan dari modus operandi perbuatan tersebut (tindak pidana 
pembunuhan). 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1) Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus dalam Putusan 
Nomor 1209 K/PID/2012 Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo 
Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO. kurang tepat. Hakim tidak 
memenuhi tuntutan Penuntut Umum yang mana Penuntut Umum 
dalam tuntutannya menyatakan para terdakwa telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 
ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair dan 
Percobaan Pembunuhan Berencana secara bersama-sama 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 ayat (1) 
KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua 
Primair. 
2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1209 K/PID/2012 
Jo.Nomor 97/PID/2012/PT.MKS Jo Nomor.121/Pid.B/2011/PN.JO 
juga kurang tepat yakni hanya memutus para terdakwa melakukan 
tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dan percobaan 
tindak pidana secara bersama-sama , seharusnya berdasarkan 
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fakta-fakta di persidangan hakim memutus perbuatan para 
terdakwa ialah Perencanaan Tindak Pidana Pembunuhan 
Secara Bersama-sama dan Perencanaan Percobaan Tindak 
Pidana Pembunuhan.  
 
B. Saran 
Berdaasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan    
saran sebagai berikut: 
1) Dalam peningkatan supremasi hukum, pihak kepolisian, 
kejaksaan, dan hakim sebaiknya lebih memahami tentang asa-
asas hukum pidana, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 
penerapan hukum pidana materil. Kemudian dalam menentukan 
tindak pidana pembunuhan biasa atau tindak pidana pembunuhan 
berencana, Hakim harusnya melihat perencanaan pelaksanaan 
bukan modus operandinya. 
2)  Majelis Hakim dalam memutus suatu harus lebih 
mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan unsur-unsur 
delik, juga Majelis Hakim turut mempertimbangkan berat-
ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan-keadaan 
pribadi terdakwa yang melakukan tindak pidana, sehingga 
menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana; 
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